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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 20 TAHUN 2011
TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHM AT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

bahwa dalam rangka memberikan faslitas atas pelayanan pada objek —
objek yang ada pada termina dalam Kabupaten Batang Hari perlu
diadakan pengaturan;

. bahwa pengaturan tentang Retribus Terminal sebagamana diatur dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 17 Tahun 2002, tidak
sesual dengan perkembangan;

bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

| tentang Pajak Daerah dan Retribus Daerah, meka terhadap Peraturan

Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribus Daerah perlu diganti dan
disesuaikan dengan kondis dan keadaan serta sesual  peraturan
Perundang-undangan yang berlaku;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimeksud pada huruf a,

huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Retribusi Terminal.

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesa

Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provins  Sumetera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
sebagaimana diubah dengan Undang — Undang Nomor 7 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat |l Sarolangun Bangko dan Daerah
Tingkat [l Tanung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesa
Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesa Nomor 2755);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang...................
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Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang — Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lau Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2009
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5025);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pgak Daerah dan
Retribus Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang — undangan (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia3258), sebagaimana diubah dengan  Peraturan
Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provins  dan
Pemerintahan Daerah KabupateWKota (Lembaran Negara Republik
Indonesa Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesa Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah  Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribus Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

M enetapkan

dan
BUPATI BATANG HARI
MEM UTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

BAB |
KETENTUAN UM UM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari;
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Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan K abupaten Batang Hari.

Pgjabat adalah Pegawa yang diberi tugas dibidang Retribus Daerah sesuai dengan
Perundang — undangan Daerah yang berlaku.

Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan
Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan
bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongd, Koperas, yayasan atau organisas
yang sgens, Lembaga, Dana pensun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk Badan Usaha
lainnya.

Retribus Jasa Usaha adalah Retribus atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk tuuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinlkmeti
oleh orang pribadi atau badan.

Retribus Terminal yang selanjutnya disebut Retribus adalah pembayaran atas pelayanan
penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan
usaha, faglitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah.

Wagjib Retribus adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang —
undangan Retribus diwagjibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk  pemungut
atau pemotong retribus  tertentu.

Masa Retribus adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakakn batas waktu bag wajib
Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyedian fasiltas Retribusi.

Surat Ketetapan Retribus Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat
K etetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

Surat Pendaftaran Objek retribusi daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPAORD, adalah
surat yang digunakan oleh Wajib Retribus untuk melaporkan data Objek Retribus dan
Wajib Retribus sebagal dasar penghitungan dan pembayaran retribus yang tertuang menurut
peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

Surat Keterangan Retribus Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat
ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribus Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah
surat ketetapan retribus yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribus karena
jumlah kredit retribus lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak
terutang.

Surat Taghan Retribus Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat  untuk
melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga darvatau denda.

Kas Daerah adalah Kas Dagrah Kabupaten Batang Hari.
Penyidikan tindak pidana di bidang Retribus Daerah adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh penyidik Pegawai Negri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk
mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana
dibidang retribus daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
JBl adalah Jumlah berat yang diizinkan

BAB II

NAM A, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribus Terminal dipungut Retribus pelayanan penyediaan faslitas terminal oleh
Pemerintah Daerah.



@)

2

-4-

Pasal 3

Objek Retribus Terminal adalah Pelayanan Penyediaan Tempat parkir untuk Kendaraan
Penumpang dan Bis Umum, tempat kegatan usaha dan faslitas lainnya di lingkungan
terminal, yang disediakan, dimiliki, dar/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Dikecualikan dari objek sebagaimana dimeksud pada ayat (1) adadlah : terminal yang
disediakan, dimiliki, darvatau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta

Pasal 4

Subjek Retribus adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakarymenkmeti pelayanan
faglitas terminal yang disediakar/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB |11
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Terminal termasuk golongan Retribus Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu penggunaan fasilitas terminal
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BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

Prindp dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif/biaya dimeksudkan untuk

memperoleh  keuntungan yang layak dengan pemberian pelayanan  yang seimbang
sebagaimana  keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sgjenis yang beroperas
secara efisen dan berorientas pada harga pasar.

Biaya sebagaimana dimeksud pada ayat (1) meliputi biaya prasarana, penyusutan,
operasional, dan pemeliharaan.

Pasal 8

Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kendaraan, tempat usaha dan faslitas
terminal;

Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimeksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
a. Untuk angkutan umum dalam kota (angkot) permobil sebesar Rp. 1.000,-/sekali masuk
b. Untuk angkutan Orang dan Bus :

1. Angkutan Antar Kota Dalam Propins (AKDP) :

Q) BUSBESA ..o Rp.3.000,-/sekali masuk
D) BUS Sedang.........ccccererieiiierieneeeeee e Rp.2.000,-/sekali masuk
(o) N =11 <3 (= o Rp.1.000,-/sekali masuk
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2. Angkutan Antar Kota Antar Propins (AKAP) :

Q) BUS BESAI ..o Rp.5.000,-/sekali masuk
D) BUS Sedang.........ccooeveriririiieieese e Rp.3.000,-/sekali masuk
C) BUSKECH .oooeeeeeceeeceee e Rp.2.000,-/sekali masuk
3. SEPEAAMOLOr ....c.veeiieceecee e Rp.1.000,-/sekali masuk

c. Terminal Angkutan Barang :

1. Kendaraan yang bermuatan diatas 3 (tiga) JBI kebawah...... Rp.3.000,-/sekali masuk

2. Kendaraan yang bermuatan diatas 3 (tiga) sampai 5 (lima) JBI... Rp.4.000,-/sekali
masuk

3. Kendaraan yang bermuatan diatas 5 (lima) sampa 8 (delapan) JBI...... Rp.5.000,-
/sekali masuk

d. Pengguna fasllitas parkir diterminal dan faslitas kebershan umum
1. Faslitas Parkir

a) Parkir kendaraan mobil............ccoooeviiininiincie Rp.2.000,-/sekali masuk
D) Sepedamotor.........ccccevvieiie i Rp.1.000,- /sekali masuk
2. Sarana Kebershan Unmum :
Q) Mandi ..o Rp.2.000,-/sekali masuk
b) Buang air besar.........ccevoveviiicicecee e, Rp.1.500,-/sekali masuk
C) Buang air KeCil........c.coeoeeveiiiiieeeeeee s Rp.1.000,-/sekali masuk
e. Untuk usaha berjualan tidak dalam kios dikenakan ............... Rp. 1.000,-/hari
f.  Untuk usaha berjudlan di dalam kios fasilitas terminal dikenakan :
1. TOKO UKUraN 2 X 4 M...ccooeeieeieeee et Rp. 768.000,-/Tahun
2. TOKO UKUrAN 3 X 3 M.ueeiiiieiiieeeiiee e Rp. 864.000,-/Tahun
3. TOKO UKUrAN 5X 4 M..oooiioeeiee e Rp.1.200.000,-/Tahun
4. TOKO UKUraN 3X 5,5 M...cccciiicecieseee e Rp.1.224.000,-/Tahun
5 TokO UKUrAN 4 X 8 M...ccoiieeeieieetiee e Rp.1.920.000,-/Tahun
6. TOKO UKUrAN 5X 12 M.t Rp.2.520.000,-/Tahun
7. ToKO UKUraN 17 X 5 M..cceciiieieeeeeceece e Rp.3.570.000,-/ Tahun

(3) Tarf Retribus sebagaimana dimeksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditinau kembali paling
lama 3 (tige) tahun sekali dengan memperhatikan kenakkan harga dan perkembangan

perekonomian.
(4) Penetapan Retribus sebagaimana dimeksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.
BAB VI
WILAYAH PEM UNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan fasilitas terminal diberikan.

BAB VII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10
Masa Retribusi Terminal adalah jangka waktunya sekali masuk dan perhari.
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Pasal 11

Saat Retribus terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
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BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12
Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
Retribusi dipungut dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimeksud pada ayat (2) dapat berupa karcis,
kupon, atau kartu langganan.

Hasl pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas
Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 Jam.

Ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara pemungutan, Tempat Pemungutan Retribusi diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
TATA CARA PEM BAYARAN
Pasal 13
Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.

Pembayaran Retribus terutang sebagaimana dimeksud pada ayat (1) dilakukan selambat-
lambatnya 15 (lima belas) hari sgak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

Ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran,
angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PEM BERIAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEM BAYARAN RETRIBUS
Pasal 14

Bupati atas permohonan wajib retribus setelah memenuhi persyaratan  yang ditentukan
dapat memberikan persetuyjuan kepada wajib retribus untuk mengangsur atau menunda
pembayaran retribusi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian angsuran dan penundaan pembayaran
sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15
Penagihan retribus yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
Penagihan Retribus terutang sebagaimana dimeksud pada ayat (1) didahului dengan surat
teguran.
Pengeluaran Surat  Tegurar/peringatar/Surat  lain  yang sgenis sebagai  tindakan awal
pelaksanaan penagihan retribus dikeluarkan setelah 7 (tuyjuh) hari sgjak tanggal jatuh tempo
pembayaran.
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tegurar/peringatary/Surat lain yang
sgjenis wajib retribus harus melunasi retribus yang terutang.
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Surat  Tegurar/PeringatarySurat  lain yang sgenis sebagamana dimeksud pada ayat (1)
dikeluarkan oleh pgabat yang ditunjuk.

Ketentuan lebih  lanjut  mengenai tata cara penaghan dan penerbitan  Surat
Teguran/Peringatan/Surat lain yang sgjenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB Xl
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 16

Hak untuk melakukan penagihan retribus menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3
(tiga) tahun terhitung sgjak saat terhutang retribus, kecuali jika wajib retribus melakukan
tindak pidana dibidang retribusi.

Kedaluarsa penagihan retribus sebagaimana dimeksud padaayat (1) tertangguh jika :
a. diterbitkan surat teguran; atau

b. ada pengakuan utang Retribus dari wajib retribus, bak langsung maupun tidak
langsung.

Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimeksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa
penagihan dihitung segjak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

Pengakuan utang retribus secara langsung sebagaimana dimeksud pada ayat (2) huruf b
adalah wajib retribus dengan kesadarannya menyatakan mash mempunyal hutang retribus
dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang retribus secara langsung sebagaimana dimeksud ayat (2) huruf b dapat
diketahui dari pengguan permohonan angsran atau  penundaan  pembayaran  dan
permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 17

Piutang Retribus yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan
sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.

Penghapusan Piutang Retribus yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimeksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribus yang sudah
kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
INSENTIF PEM UNGUTAN
Pasal 18

Instans yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian
kinerja tertentu.

Pemberian insentif sebagaimana dimeksud pada ayat (1) ditetapkan melaui  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebgaimana
dimeksud padaayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV. .o
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BAB XIV
PENYIDIKAN
Pasal 19

(1) Selain Pgabat Penyidik Umum, Pejabat Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana;

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimeksud padaayat (1) adalah :

a

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan
tindak pidana dibidang Retribus Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi
lengkap dan jelas.

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan

tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribus
Daerah.

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi dan badan sehubungan dengan
tindak pidana dibidang Retribusi Dagerah.
Memeriksa buku — buku, catatan — catatan dan dokumen — dokumen lain berkenan dengan
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

Melalukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan
dokumen — dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut dalam
hal tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang Retribusi Daerah.

Menyurun berhenti atau melarang seorang meninggalakan ruangan atau tempat pada Saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang
dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

Memanggll orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagal tersangka atau saks
dalam hal tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

Menghertikan penyidikan dalam hala tindak pidana Retribus Daerah dibidang Retribus
Daerah.

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang
Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimeksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasll penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penjabat Penyidik Polis
Negara Republik Indonesa sesua dengan ketetntuan yang diatur dalam Undang — undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
SANKSI-SANKSI
Bagian Pertama
Sanksi Administrasi
Pasal 20

Dalam ha wajib retribus tertentu yang tidek membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sarks administras denda sebesar 2 % (dua persen) setigp bulan dari
retribus terhutang dan ditagh dengan menggunakan STRD.

Bagian Kedua........................
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Bagian Kedua
Sanksi Pidana
Pasal 21

(1) Wajib Retribus yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah
diancam pidana kurungan paling lama 3 (tigd) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga)
kali jumlah retribusi yang tidak/kurang dibayar

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
(3) Denda sebagaimana dimeksud pada ayat (1) merupakan penerimean Negara.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mula  berlaku meka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari
Nomor 17 Tahun 2002 tentang Retribus Termina (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari
Tahun 2002 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23
Peraturan Daerah ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setigp orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
Padatanggal 19 Oktober 2011
BUPATI BATANG HARI

ttd

H.A. FATTAH

Diundangkan di Muara Bulian
Padatanggal 19 Oktober 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

ttd
YAZIRM AN

LEM BARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2011 NOM OR



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 20 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI TERM INAL

UMUM

Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang dinamis, seras dan
bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari
pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari Retribus Daerah, pengaturannya perlu
ditingkatkan, disesuaikan dan disempurnakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pgak Daerah dan
Retribus Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 5049) meka Retribus Terminal tergolong salah
satu Retribus Jasa Usaha

Penetapan Peratran Daerah ini, dapat menjamin terlaksananya usaha Pemerintah
Daegrah dalam meningkatkan Pendapatan Adi Daerah (PAD), sehingga dengan kemampuan
keuangan yang semekin meningkat akan memberi manfaat besar bagi pembiayaan Pemerintah
dan Pembangunan Daerah, sdlah satu sumber Pendapatan Adi Daerah (PAD) dalam
menunjang Otonomi Daerah adalah pungutan Retribus Jasa Usaha.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas
Pasal 2

Cukup Jelas
Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6

Cukup Jelas
Pasal 7

Cukup Jelas
Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9......cccevvvvvniii..
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Pasal 9

Cukup Jelas
Pasa 10

Cukup Jelas
Pasa 11

Cukup Jelas
Pasal 12

Ayat (1)

Dilarang diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan
Retribus tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang meliputi
kegiatan penghitungan besarnya Retribus terhutang, pengawasan penyetoran
Retribusi dan Penagihan Retribusi.

Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Pasa 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasa 15
Cukup Jelas
Pasa 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas



